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Abstrak

Sistem pembuktian merupakan elemen penting dalam hukum pidana yang
bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Dalam hukum
pidana Indonesia, sistem pembuktian diatur dalam KUHAP, yang mengacu pada
prinsip pembuktian minimal (minimum bewijs) dan keabsahan alat bukti. Namun,
sistem ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi
yang menghadirkan bukti digital, disparitas dalam penilaian bukti oleh hakim,
serta isu etika dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sistem pembuktian di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta
solusi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansinya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian pustaka dengan menganalisis undang-undang,
jurnal ilmiah, buku, serta laporan kasus. Data dianalisis secara kualitatif untuk
mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pembuktian dan memberikan
rekomendasi berdasarkan praktik hukum yang berlaku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kurangnya regulasi tentang bukti digital, ketidakkonsistenan
dalam putusan, serta praktik pengumpulan bukti yang tidak etis menjadi
hambatan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Kesimpulannya, untuk
meningkatkan efektivitas sistem pembuktian, diperlukan revisi KUHAP, pelatihan
aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan
transparansi serta akuntabilitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat
memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan mewujudkan keadilan
substantif.

Kata kunci: Pembuktian, Hukum Pidana, Indonesia, Peradilan

Pendahuluan

Sistem pembuktian merupakan komponen esensial dalam proses
peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan
ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang sah (Army, 2020). Dalam
hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian memainkan peran kunci
dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atas suatu
tindak pidana (Alfianda et al., 2024). Oleh karena itu, pembuktian harus

dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan aturan hukum untuk

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi | 279


https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi

Sistem Pembuktian dalam... JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Rohman, dkk. Vol. 1, No. 3 Oktober 2024

memastikan bahwa keputusan yang diambil pengadilan benar-benar
mencerminkan keadilan. Dalam konteks ini, keabsahan dan kualitas bukti
menjadi aspek fundamental untuk menjamin proses peradilan yang adil
(Eugenia et al., 2024).

Hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan
undang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) (Hamdi & Efendi, 2022). Sistem ini mengatur bahwa hakim
hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah
menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen,
petunjuk, dan keterangan terdakwa (A. Firmansyah et al., 2024). Selain itu,
pembuktian harus memenuhi syarat pembuktian minimal atau minimum
bewijs yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah ditambah
keyakinan hakim. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak
ada putusan yang dijatuhkan berdasarkan bukti yang tidak memadai atau
tidak sah.

Namun, dalam praktiknya, sistem pembuktian di Indonesia
menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
sulitnya memastikan validitas dan keabsahan alat bukti, terutama dalam
kasus yang melibatkan teknologi atau bukti digital (Hayer et al., 2024).
Ketentuan mengenai bukti digital dalam KUHAP masih dianggap belum
cukup memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi modern.
Akibatnya, pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai
keabsahan bukti elektronik seperti rekaman video, pesan teks, atau data
digital lainnya, yang semakin sering digunakan dalam kasus pidana
kontemporer (MZ et al., 2024).

Selain itu, ketergantungan pada keterangan saksi sebagai alat bukti
utama dalam banyak kasus pidana sering kali menimbulkan masalah. Saksi
dapat dipengaruhi oleh tekanan, ancaman, atau iming-iming, sehingga
keterangan yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya jujur atau akurat.
Dalam beberapa kasus, ketiadaan saksi yang dapat dihadirkan ke
pengadilan juga menjadi hambatan dalam proses pembuktian, terutama jika

saksi kunci telah meninggal dunia atau tidak dapat ditemukan (Annisa,
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2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian Indonesia
menghadapi tantangan serius dalam menjamin bahwa alat bukti yang
digunakan benar-benar dapat dipercaya.

Tantangan lain dalam pembuktian adalah praktik penyalahgunaan
wewenang oleh aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti. Ada
laporan mengenai praktik-praktik seperti manipulasi bukti, pemaksaan
dalam pengambilan keterangan terdakwa, atau penyitaan barang bukti yang
tidak sah (Salim et al., 2024). Praktik-praktik ini tidak hanya merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga berisiko
menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran substantif.
Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan bukti dapat menyebabkan
terjadinya salah tangkap atau bahkan kriminalisasi terhadap individu yang
tidak bersalah.

Selanjutnya, kepercayaan terhadap integritas proses pembuktian
juga sering kali dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam mengevaluasi
bukti. Hakim di Indonesia memiliki kewenangan diskresi yang cukup luas
dalam menilai alat bukti dan keyakinannya dalam menjatuhkan putusan.
Namun, diskresi yang tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam
memahami bukti, terutama bukti teknis seperti bukti digital atau medis,
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlunya
pelatihan khusus bagi hakim dalam menilai alat bukti yang kompleks
menjadi sangat relevan dalam konteks sistem pembuktian di Indonesia.

Selain aspek teknis, tantangan pembuktian juga muncul dalam
konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengumpulan bukti
sering kali bersinggungan dengan hak privasi individu, seperti dalam kasus
penyadapan atau pemeriksaan data pribadi. Dalam beberapa kasus, aparat
penegak hukum dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk
mengungkap kebenaran dan kewajiban untuk menghormati hak-hak
terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang jelas antara
pengumpulan bukti dan penghormatan terhadap hak-hak individu sesuai
dengan prinsip due process of law.

Berbagai tantangan dalam pembuktian juga semakin kompleks
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dengan meningkatnya kasus pidana lintas negara atau transnasional,
seperti perdagangan narkotika atau kejahatan siber. Dalam konteks ini,
pengumpulan dan penggunaan bukti sering kali melibatkan kerja sama
dengan pihak internasional, yang diatur oleh instrumen hukum
internasional dan perjanjian bilateral. Namun, perbedaan sistem hukum
antara negara-negara sering kali menjadi hambatan dalam memastikan
validitas dan keabsahan bukti yang diperoleh dari luar negeri.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan reformasi
dalam sistem pembuktian di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah
memperbarui KUHAP untuk mencakup ketentuan yang lebih rinci tentang
pembuktian, terutama yang terkait dengan bukti digital dan bukti dalam
kejahatan transnasional. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum melalui pelatihan khusus tentang teknik pengumpulan dan
penilaian bukti juga sangat diperlukan. Dengan demikian, sistem
pembuktian dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel, yang pada akhirnya
akan memperkuat keadilan dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia
memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang
terlibat dalam proses peradilan (Putri, Salam, et al., 2024). Meskipun
menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah perbaikan yang tepat
dapat membantu sistem ini untuk menjadi lebih andal, efisien, dan
responsif terhadap perkembangan zaman (MZ et al., 2023). Dengan sistem
pembuktian yang kuat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi hukum dapat meningkat, sehingga sistem peradilan pidana
Indonesia dapat memenuhi tuntutan keadilan yang diamanatkan oleh

hukum nasional dan internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode
penelitian pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis
sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia serta tantangan yang

dihadapi dalam proses peradilan (Bakhtiar et al., 2024). Penelitian ini
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dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur
yang relevan, termasuk undang-undang, buku, jurnal ilmiah, artikel
hukum, putusan pengadilan, dan laporan resmi terkait sistem pembuktian.
Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis normatif untuk
memahami kerangka hukum yang mengatur sistem pembuktian, serta
tinjauan empiris berdasarkan data dan kasus-kasus yang relevan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di
mana data dari berbagai sumber pustaka dianalisis secara mendalam untuk
mengidentifikasi isu-isu utama dalam sistem pembuktian di Indonesia.
Teknik ini juga mencakup studi perbandingan dengan sistem pembuktian di
negara lain untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam
menghadapi tantangan modern, seperti bukti digital dan kejahatan
transnasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk
memetakan tantangan dalam sistem pembuktian, tetapi juga menawarkan
solusi berbasis teori dan praktik hukum yang sesuai dengan perkembangan

hukum kontemporer.

Pembahasan/hasil
A.Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana
Indonesia

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan
pada prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan
adil dan objektif (Fitri et al., 2024). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian menjadi landasan utama untuk
menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan fakta
dan bukti yang sah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembuktian di
Indonesia dirancang untuk melindungi hak terdakwa sekaligus menjamin

keadilan bagi korban dan masyarakat.
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Salah satu prinsip utama dalam sistem pembuktian di Indonesia
adalah minimum bewijs, atau pembuktian minimal, yang diatur dalam Pasal
183 KUHAP (Daulay, 2024). Prinsip ini mensyaratkan bahwa seorang
terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah keyakinan hakim. Dua alat
bukti ini bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen,
petunjuk, atau keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184
KUHAP. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari penjatuhan vonis yang
hanya didasarkan pada satu alat bukti atau keyakinan subjektif hakim
tanpa dasar yang kuat.

Prinsip kedua yang mendasari sistem pembuktian di Indonesia
adalah pembuktian secara sah menurut undang-undang. Hal ini berarti
bahwa bukti yang diajukan harus memenuhi kriteria hukum, baik dalam
pengumpulan, penyajian, maupun keabsahannya. Misalnya, bukti yang
diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti penyiksaan
untuk memaksa pengakuan terdakwa, dianggap tidak sah dan tidak dapat
digunakan dalam persidangan. Prinsip ini menegaskan pentingnya prosedur
yang sesuai hukum dalam setiap tahap pengumpulan bukti untuk
melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam proses
peradilan.

Prinsip lainnya adalah pembebanan beban pembuktian yang
sebagian besar berada di pihak penuntut umum. Dalam sistem hukum
pidana Indonesia, jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewajiban untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan (Hatta, 2021). Hal ini sesuai dengan asas in dubio pro reo, di
mana keraguan dalam pembuktian harus diartikan untuk kepentingan
terdakwa. Dengan kata lain, jika bukti yang diajukan oleh penuntut tidak
cukup meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan. Prinsip ini menjadi
perlindungan penting bagi terdakwa agar tidak dihukum tanpa bukti yang
cukup.

Selain itu, prinsip diskresi hakim juga menjadi bagian penting dalam

sistem pembuktian di Indonesia. Hakim memiliki kewenangan untuk
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menilai dan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan berdasarkan
keyakinannya. Meskipun demikian, keyakinan hakim harus didasarkan
pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan memenuhi syarat
pembuktian minimal (Prameswari & Yulianti, 2015). Prinsip ini memberikan
fleksibilitas dalam menilai bukti, namun di sisi lain, juga mengharuskan
hakim untuk bertindak objektif dan berdasarkan fakta yang terbukti secara
sah.

Prinsip-prinsip dasar ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian
dalam hukum pidana Indonesia dirancang untuk memastikan proses
peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya,
pelaksanaan prinsip-prinsip ini tidak selalu berjalan ideal karena adanya
berbagai tantangan, seperti manipulasi alat bukti atau tekanan publik
terhadap hakim. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat
penerapan prinsip-prinsip pembuktian ini melalui reformasi hukum,
pelatihan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pembuktian yang sesuai hukum dalam proses peradilan
pidana. Dengan demikian, sistem pembuktian dapat berfungsi secara
optimal dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak semua pihak yang

terlibat.

B.Tantangan dalam Proses Pembuktian: Perspektif Teknis, Hukum, dan
Etika

Proses pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia
menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan
berkembangnya jenis-jenis kejahatan modern (Flora et al., 2024). Dari
perspektif teknis, salah satu tantangan utama adalah pengumpulan dan
validasi bukti digital. Dalam kasus kejahatan siber, perdagangan manusia,
atau terorisme, bukti sering kali berupa data elektronik seperti email, pesan
teks, atau rekaman digital. Namun, KUHAP belum secara spesifik mengatur
mekanisme pengumpulan dan penilaian bukti elektronik. Akibatnya,

pengadilan sering menghadapi kesulitan dalam menentukan keabsahan
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bukti digital, terutama jika bukti tersebut diperoleh dari sumber luar negeri
atau melalui metode yang melibatkan teknologi canggih.

Dari perspektif hukum, peraturan yang ada sering kali belum
mampu mengakomodasi perkembangan alat bukti modern (Putri, Simeulu,
et al., 2024). Misalnya, ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat
bukti sah masih terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa (Hamdi et al., 2013). Hal ini
menimbulkan kebingungan dalam mengintegrasikan bukti elektronik atau
bukti baru lainnya ke dalam sistem pembuktian. Selain itu, kurangnya
pedoman yang jelas tentang prosedur pengumpulan dan penilaian bukti
menyebabkan perbedaan interpretasi di antara hakim, yang dapat berujung
pada disparitas dalam putusan pengadilan.

Perspektif etika juga menjadi tantangan signifikan dalam proses
pembuktian. Salah satu isu utama adalah praktik penyalahgunaan
wewenang oleh aparat penegak hukum dalam pengumpulan bukti. Kasus-
kasus di mana bukti diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum,
seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau penyadapan ilegal,
sering kali mencoreng integritas proses peradilan. Bukti yang diperoleh
secara tidak etis semestinya tidak dapat digunakan di pengadilan, namun
dalam beberapa kasus, bukti semacam itu tetap dipertimbangkan, yang
berdampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia (Army, 2020).

Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada keterangan saksi
sebagai alat bukti utama dalam kasus pidana juga menjadi tantangan
teknis dan etis. Saksi sering kali rentan terhadap ancaman, intimidasi, atau
suap yang dapat memengaruhi kejujuran dan keabsahan keterangannya.
Ketika saksi kunci tidak dapat hadir di persidangan, proses pembuktian
sering mengalami hambatan serius, terutama jika bukti lain yang tersedia
tidak cukup kuat untuk mendukung dakwaan (Amalia et al., 2024).
Keadaan ini menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan saksi yang
lebih efektif dan penguatan alat bukti lain yang dapat mendukung

kebenaran substantif.
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Dari sisi teknis, kurangnya kompetensi aparat penegak hukum,
termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani bukti kompleks
seperti bukti digital juga menjadi hambatan. Proses pembuktian dalam
kasus-kasus yang melibatkan data forensik, jejak elektronik, atau bukti
medis sering kali membutuhkan keahlian teknis yang spesifik, yang tidak
selalu dimiliki oleh aparat hukum (Syamsu, n.d.). Kurangnya pelatihan dan
sumber daya untuk menangani jenis bukti modern ini menyebabkan
kesalahan penilaian bukti yang dapat berujung pada putusan yang tidak
adil.

Untuk mengatasi tantangan dari perspektif teknis, hukum, dan
etika, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pembuktian hukum
pidana di Indonesia (Efendi, 2023). Ini termasuk pembaruan regulasi,
seperti revisi KUHAP untuk mengakomodasi bukti modern, serta pelatihan
berkelanjutan bagi aparat hukum untuk meningkatkan kompetensinya.
Selain itu, penegakan etika dalam pengumpulan bukti harus diprioritaskan
melalui pengawasan ketat dan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan tantangan dalam proses pembuktian dapat
diminimalkan, sehingga keadilan dalam proses peradilan dapat ditegakkan

secara lebih efektif.

C.Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Sistem
Pembuktian di Indonesia

Meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem pembuktian dalam
hukum pidana Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang
mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak
hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan (Adinda et al., 2024).
Salah satu solusi utama adalah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan
alat bukti modern, seperti bukti digital (A. W. Firmansyah et al., 2022).
Revisi ini perlu mencakup prosedur yang jelas tentang pengumpulan,
penyimpanan, dan penilaian bukti digital, sehingga hakim dan jaksa

memiliki pedoman yang tegas dalam menggunakan alat bukti tersebut.
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Dengan regulasi yang lebih komprehensif, proses pembuktian diharapkan
dapat lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk hakim,
jaksa, dan penyidik, merupakan langkah penting untuk mendukung
efektivitas sistem pembuktian. Pelatihan khusus yang fokus pada
penanganan bukti digital, forensik, dan alat bukti kompleks lainnya perlu
diselenggarakan secara rutin. Selain itu, kerja sama dengan institusi
akademik, pakar teknologi, dan lembaga internasional dapat memberikan
wawasan baru tentang standar pembuktian yang sesuai dengan praktik
global. Aparat hukum yang terampil dan berpengetahuan luas akan mampu
menangani bukti secara lebih profesional, sehingga proses peradilan dapat
berjalan lebih akurat dan adil.

Transparansi dalam proses peradilan juga harus ditingkatkan
melalui penggunaan teknologi informasi. Sistem pengadilan berbasis digital
yang memungkinkan akses publik terhadap dokumen dan putusan
pengadilan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas proses
pembuktian (Berutu, 2020). Dengan transparansi ini, masyarakat dapat
memahami pertimbangan yang digunakan hakim dalam menilai bukti,
sehingga kepercayaan terhadap sistem peradilan akan meningkat. Selain
itu, penerapan teknologi seperti blockchain untuk melacak asal-usul dan
keabsahan bukti juga dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan
akurasi dan kepercayaan dalam proses pembuktian.

Perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan saksi juga perlu
ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem pembuktian berjalan secara
etis. Pemerintah harus memperkuat program perlindungan saksi untuk
mencegah intimidasi dan ancaman terhadap saksi yang memberikan
kesaksian penting dalam kasus pidana (Waluyo, 2022). Selain itu,
pengumpulan bukti harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip
hukum dan hak asasi manusia, termasuk menjaga privasi terdakwa selama
proses investigasi. Penegakan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin
integritas proses pembuktian, tetapi juga mencegah penyalahgunaan

wewenang oleh aparat hukum.
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Pengawasan terhadap pengumpulan dan penggunaan bukti juga
harus diperkuat. Pembentukan lembaga pengawas independen yang
bertugas memantau proses pengumpulan bukti dapat membantu mencegah
manipulasi bukti dan pelanggaran etika (Setiawan, 2024). Selain itu,
pengawasan internal di lembaga penegak hukum juga perlu ditingkatkan
dengan mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam proses
pembuktian. Dengan pengawasan yang ketat, kepercayaan publik terhadap
keadilan hukum dapat ditingkatkan secara signifikan (Efendi et al., 2024).

Pada akhirnya, peningkatan efektivitas dan transparansi sistem
pembuktian di Indonesia membutuhkan sinergi antara pembaruan regulasi,
pelatihan aparat hukum, penggunaan teknologi, perlindungan hak, dan
pengawasan yang ketat. Solusi-solusi ini tidak hanya bertujuan untuk
memastikan proses peradilan yang lebih adil dan akuntabel, tetapi juga
untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
pidana. Dengan sistem pembuktian yang kuat dan transparan, diharapkan
keadilan substantif dapat diwujudkan secara konsisten di seluruh aspek

penegakan hukum.

Kesimpulan

Kesimpulannya, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia
memiliki peran vital dalam menentukan keadilan dalam proses peradilan,
namun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dari perspektif
teknis, hukum, dan etika. Ketentuan yang ada dalam KUHAP masih perlu
diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan bukti modern seperti
bukti digital dan tantangan dalam kejahatan transnasional. Selain itu,
kompetensi aparat hukum dan integritas dalam pengumpulan serta
penilaian bukti juga harus ditingkatkan untuk mencegah manipulasi bukti
dan pelanggaran etika. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembaruan
regulasi, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pemanfaatan
teknologi informasi untuk transparansi, serta pengawasan ketat terhadap
proses pembuktian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem

pembuktian di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan
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akuntabel, sehingga keadilan substantif dapat diwujudkan secara

konsisten.
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